





A. Latar Belakang Masalah 
Negara Hukum dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari istilah 
rechtsstaat. Istilah rechsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental 
yang bertumpu pada sistem civil law. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip 
wetmatigheid kemudian menjadi rechtmatigheid (Mahfud MD, 1999:126-127). 
Friedrich Julius Stahl merupakan salah satu ahli yang patut dirujuk pendapatnya 
ketika membicarakan topik Negara Hukum (rechtsstaat) dalam tradisi Eropa 
Kontinental. Menurutnya unsur-unsur yang ada pada Negara Hukum dalam 
pengertian rechtsstaat, yaitu (Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2004:49): 
1. Pengakuan hak-hak asasi manusia (grondrechten). 
2. Pemisahan kekuasaan (scheiding van machten). 
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang (wetmatigheid van het bestuur). 
4. Peradilan administrasi (administrative rechtpraak). 
Sesuai dengan unsur-unsur Negara Hukum yang dikemukakan oleh Friedrich 
Julius Stahl diatas, sebagai Negara Hukum, Indonesia yang menganut sistem 
Eropa Kontinental dan bertumpu pada sistem civil law, juga menganut asas-asas 
pemisahan kekuasaan yang diantaranya terdiri dari kekuasaan eksekutif, 
kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif di 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur 
dalam BAB III yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, untuk 
kekuasaan legislatif diatur dalam BAB VII yang mengatur tentang Dewan 
Perwakilan Rakyat serta BAB VII A yang mengatur tentang Dewan Perwakilan 
Daerah, dan untuk kekuasaan yudikatif diatur dalam BAB IX yang mengatur 
tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
mengatur tentang kekuasaan kehakiman pada BAB IX menjamin 
diselenggarakannya kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan apa yang 
tertulis pada BAB IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam 
pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan 
bahwa: 
1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-
undang. 
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara 
Hukum. Sejalan dengan ketentuan konstitusi negara Indonesia tersebut maka 
salah satu prinsip penting dari Negara Hukum adalah adanya jaminan 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh 
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. 
Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam BAB III Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku 
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kekuasaan kehakiman, dimana di Pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.  
Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga yudikatif 
yang dibangun berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah suatu lembaga yang bebas dan merdeka dari 
pengaruh kekuasaan lembaga negara lain guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Sebagaimana telah diformulasikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2004:241). Keberadaan Mahkamah 
Konstitusi ini kemudian diatur dalam BAB III bagian ketiga Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan khusus untuk 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 
Hal yang tidak kalah penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah adanya bab tersendiri yang 
membahas tentang aas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni di 
dalam BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 17, termasuk di dalamnya asas-asas 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terkait dengan hakim konstitusi yang 
termaktub di Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Ketentuan ini dimaksudkan 
agar putusan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.   
Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini termaktub dalam 
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, tolak ukur hakim 
konstitusi dalam mempertanggungjawabkan jaminan diimplementasikannya asas-
asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari putusan yang 
dibuatnya. Penafsiran hakim konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan 
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yang terkait dengan perkara yang sedang diadilinya sangatlah penting karena dari 
penafsiran hakim tersebutlah yang akan menentukan putusan yang akan dibuat 
oleh hakim konstitusi. 
Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, tidak 
hanya di kalangan yuris dan akademisi, namun juga masyarakat awam sangat 
memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang 
artifisial dapat dimaknai sebagai, harga diri dan wibawa seorang hakim dapat 
dilihat dan dinilai dari putusannya. Kualitas suatu putusan hakim serta tingkat 
kecerdasan dan intelektual yang dimilikinya akan direfleksikan sekaligus 
dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan ratio decendi dalam 
putusannya. Penalaran hukum (legal reasoning) serta rumusan argumentasi 
hukum (legal argumentation) akan menggambarkan kecermatan dan tingkat 
intelektualitas hakimnya. Hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya 
berkutat pada silogisme formal belaka, bukan juga sekedar menafsir secara 
mekanis, melainkan sebagai pekerjaan intelektual yang membutuhkan analisis dan 
penafsiran secara komprehensif (M.Natsir Asnawi, 2014:8-9). 
Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya 
karena hakim dianggap tahu hukumnya (ius curia novit), melainkan mengetahui 
secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya 
yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara a priori langsung 
menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara 
yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar 
menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang 
melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang 
sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan (Riduan Syahrani, 
2000:117).  
Konsekuensi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, 
hakim honstitusi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya haruslah 
berpedoman kepada undang-undang. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai umbrella act kekuasaan 
kehakiman di Indonesia ada untuk mengatur keberadaan hakim konstitusi 
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sekaligus mengatur apa saja fungsi, tugas, dan wewenang yang dibebankan 
kepada hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan 
kehakiman di Indonesia, sehingga apapun tindakan hakim konstitusi haruslah 
berdasar pada aturan jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna menjamin terlaksananya asas-asas 
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti yang dicita-citakan oleh Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi baru saja menjalankan 
wewenang yang diamanatkan konstitusi dan undang-undang terkait kepadanya 
yaitu memberikan putusan terhadap pengujian undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar (Judicial Review). Dalam hal ini Undang-Undang yang dimaksud 
adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan 
Mahkamah Konstitusi ini menarik karena hakim konstitusi memberikan 
penafsiran terhadap Pasal-pasal yang dianggap sebagai privatisasi terselubung 
terhadap pengelolaan sumber daya air yang mempunyai potensi untuk 
dilakukannya komersialisasi sumber daya air di Indonesia. Komersialisasi yang 
dimaksud dalam hal ini adalah keterlibatan pihak asing dalam mengelola sumber 
daya air yang ada di Indonesia, dimana para pihak asing yang mengelola sumber 
daya air di Indonesia tersebut menekankan profit oriented dalam mengelola 
sumber daya air yang ada di Indonesia. 
Dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015 oleh ketua 
Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, terdapat beberapa penafsiran terhadap 
Pasal-pasal kontroversial yang dilakukan oleh hakim konstitusi didalam memutus 
judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 
ini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
yang mengkaji tentang kewenangan hakim konstitusi dalam menafsirkan 
peraturan perundang-undangan dengan judul: “Analisis Kewenangan Hakim 
Konstitusi Dalam Menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman (Studi Judicial Review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
Tentang Sumber Daya Air)”. 
